
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 40 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER. 15/MEN/X/2010 
ten tang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaaan, 
dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada Masyarakat, 
perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Penerapan dan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten 
Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Provinsi J awa 
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ten tang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 4356); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pemben tukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pener pan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran egara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lemb an Negara omor 4585); 

10. Peraturan Pel rintah omor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tabu n 2007 ten tang 
Pembagian U usan P n erintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerab Provinsi dan Pemerintaban Daerab 
Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 8 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petu njuk Tekn is Penyu 'unan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

13. Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2007 tentang 
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Menteri Tenaga Ketja dan Transmigrasi Nomor 
PER.15/MEN /X/20 10 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Ketenagakerjaaan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tabun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2012 Nomor 8) ; 

18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai 
Latihan Kerja padat Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 201 2 Nomor 38) ; 

19. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2 0 12 tentang Rincian 
Tugas Unit Dinas Sosial, Tenaga KeIja dan Transmigrasi 
Kabu pa ten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2012 Nomor 11). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 
KETENAGAKERJAAAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimak d d ngan : 
1. Daerah adalah Kabu paten Tasikmalaya . 
2. Pemerin tah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Ta sikmalaya. 
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga erJ dan Transmigrasi Kabupaten 

Tasikmalaya. 
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fu ngsi Pemerintahan yang menjadi hak dan 

kewajiban setiap tingkatan dan /atau susunan Pemerintahan un tuk menga tur 
dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 
rangka melindu ngi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyakat. 

6 . Urusan Wajib adalah u rusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
berkaitan dengan pelayanan dasa r terhadap masyarakat. 

7. Pelayanan Dasar kepa da Masyarakat adalah fu ngsi Pemerintah dalam 
memberikan dan mengu rus k perlu an kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 

8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adala h ketentuan jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 
negara secara minimal. 

9 . Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaaan yang selanjutnya disebut 
SPM Ketenagakerjaaan adalah tolok ukur kinerja pelayanan u rusan wajib 
daerah di bidang ketenagakerjaaan. 

10.Indikator SPM adalah tolok ukur pre stasi kuantitatif dan kualitatif yang 
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi 
dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan /atau 
manfaat pelayanan dasar. 

11. Indikator Keberhasilan Bidang ketenagakerjaan adalah ukuran besaran yang 
dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan 
pencapaian keberhasilan. 
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BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya SPM bidang Ketenagakerjaaan adalah acuan bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya SPM bidang ketenagakerjaan adalah: 
a. meningkatkan akses kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
b. mepingkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan 

dengan masyarakat; 
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketenagakerjaan. 

Pasal4 

Fungsi SPM bidang ketenagakerjaan adalah: 
a. perala tan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan ketenagakerjaan kepada 
masyarakat; 

b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan 
pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat; 

c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten 
Tasikmalaya; 

d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan waj ib bidang 
ketenagakerj aan; 

e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam 
pelayanan kepada masyarakat; 

f. penyusu nan program-program bidang tenagkerjaan serta perumusan 
kebijakan Bupa ti dalam menentukan kebijakan satu tahunan dan lima 
tahunan; 

g. penentuan standar penilaian bidang ketenagakerjaan. 

BAB III 
SPM BIDANG KETENA AKERJAAN 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang 
Ketenagakerjaan sesuai dengan S M Bidang Ketenagakerjaan yang terdiri dari 
jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target. 

(2) Jenis pelayanan da sar bidang ke enagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya meliputi: 
a. Pelayanan Pelatihan Kerja, dengan indikator: 

1) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; 
2) be saran tenaga kerja yang mend apatkan pelatihan berbasis masyarakat; 
3) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. 

b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator be saran pencari kerja 
yang terdaftar yang ditempatkan. 

c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,dengan indikator 
besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) . 

d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, dengan indikator besaran pekerjaJburuh 
yang menjadi peserta program Jamsostek . 

e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan indikator: 
1) besaran Pemeriksaan Perusahaan; 
2) besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan. 
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(3) Penjabaran J enis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalrun lrunpiran Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 7 

(1) Bupati bertanggungjawab dalrun penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan 
sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tasikmalaya; 

(2) Penyelenggraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM 
ketenagakerjaan sebagaimana aya t (1) secara operasional dikoordinasikan oleh 
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya; 

(3) Penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan sesuai dengan SPM bidang 
Ketenagakerjaan dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan 
kompetensi yang dibu tuhkan; 

(4) Tenaga yang dimaksud dalrun aya t (3) adalah tenaga dari Dinas So sial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 

BABV 
PELAKSAN N 

Pasal 8 

(1) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acua n dalrun 
perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya; 

(2) Perencanaan progrrun dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalrun 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. 

BAB VI 
PELAPORAN 

Pasal 9 

(1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga K rja dan Transmigrasi menyrunpaikan laporan 
pencapaian dan penera pan SPM tahu nan kepada Bupati; 

(2) Bupati Tasikmalaya menyrunpaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang K tenagake jaan kepada Men teri Tenaga Kerja 
melalui Gu bernur. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal l0 

( 1) Bu pati melaksanakan pengawasan da n pengendalian ata s penerapan dan 
pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya ; 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati 
dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi; 

(3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan 
Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang 
ketenagakerjaan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. 
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasal 13 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dal . 

Diu dangkan di Singaparna 
pada. tan , 31 Desember 2013 

S KRETARIS DAERAH 
KAB P EN T I MA VA, 

KODI 

Ditetapkan di in gaparna 
pada tanggal, 30 Desembe 2013 

/ BUPATI TASIKMAuwf' 

BERITA DA PATE TASIKMA YA TAHUN 20 3 NOMOR 40 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR : 40 TArID'I 201 3 
TANGGAL : 31 Desembel 2013 

INDI¥..ATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAG. ·RJAAN 

No Jenis Pelayanan Dasar Sundar PelayaDan l\Unimal PeDcapaian Waktu Pencapaian 
IDdikator Nilai Tahun 20 11 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Pelayanan Pelatihan Kerj a 1) Besaran tenaga kerja yang 75% 2016 35 40 45 50 55 58 
mendapatkan pelatihan berbasis 
kompetensi 

2) Besaran tenaga kerja yang 60% 2016 30 35 40 45 50 55 
mendapatkan pelatihan berbasis 
masyarakat 

3) Besaran tenaga kerja yang 60% 2016 30 35 40 45 50 58 
mendaoatkan oelatihan kewira u sahaan 

2 Pe1ayanan Penempatan Tenaga Kerja 2) Besaran pencari kerja yang terdaftar 70% 2016 35 40 45 50 55 58 
yang ditempatkan 

3 Pelayanan Penyelesaian Perselisih an 1) Besaran Kasu s yang diselesaikan 50% 20 16 30 35 40 45 50 55 
HubunganIndustriru I dengan PeIjanjian Bersama (PB) 

4 Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 1) Besaran pekeIja jburuh yang menjadi 50% 2016 35 40 40 42 45 50 
oeserta program Jamsostek 

5 Pe1ayanan Pengawasan 1) Besaran Pemeriksaan Perusahaan 45% 2016 30 35 40 45 50 55 
Ketenagakerjaan 2) Besaran Pengujian Peralatan di 50% 2016 35 40 45 50 55 58 

Perusahaan 
, 
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